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ABSTRAK
Penelitian normatif ini mengangkat masalah poligami dalam putusan
Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 1821/Pdt.G/2013/Pa.Sda, Hakim
mengabulkan izin poligami dengan tidak terpenuhinya sayarat alternatif
sehingga menimbulkan masalah apakah syarat alternatif sebagaimana diatur
didalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bersifat
mutlak dan apakah pertimbangan Hakim yang mengabulkan permohonan
izin berpoligami yaitu untuk melindungi anak dalam kandungan hasil
hubungan sebelum perkawinan sudah sesuai menurut Undang-Undang
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukan
bahwa pada prinsipnya syarat alternatif merupakan syarat mutlak hal ini
sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang
Perkawinan juncto Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, sehingga
pertimbangan Hakim yang mengabulkan permohonan izin berpoligami yaitu
untuk melindungi anak dalam kandungan hasil hubungan sebelum
perkawinan tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi
Hukum Islam.
Kata Kunci : Perkawinan, Poligami.
A. Pendahuluan
Kata poligami berasal dari bahasa Yunani Polygamie. Poly berarti
banyak dan Gamos berarti kawin. Jadi arti dari poligami adalah beristeri
atau bersuami lebih dari seorang pada satu ketika.1
Di lingkungan masyarakat, poligami sering diartikan sebagai
seorang suami yang memiliki lebih dari satu isteri dalam waktu yang
bersamaan.
Hal yang biasanya ditakuti oleh seorang isteri dalam perkawinan
adalah apabila suaminya mengingnkan untuk melakukan poligami.
Poligami tanpa dilakukannya pembatasan yang secara ketat oleh Undan-
Undang, dapat menimbulkan hal-hal yang bersifat negatif yang dapat
mempengaruhi kehidupan dalam berumah tangga. Maka dari itu
Undang-Undang Perkawinan membatasi poligami dengan menetapkan
aturan-aturan yang sedemikian rupa demi mencegah hal-hal bersifat
negatif itu terjadi, sehingga dapat diharapkan Undang-Undang
Perkawinan memberikan suatu manfaat bagi mereka yang
melaksanakannya.2
Di lingkungan masyarakat, poligami sering diartikan sebagai
seorang suami yang memiliki lebih dari satu isteri dalam waktu yang
bersamaan.
Poligami dapat dilaksanakan dengan persyaratan-persyaratan
tertentu. Begitupula dengan permohonan izin poligami yang harus
diajukan ke Pengadilan dan hanya dapat dilakukan setelah adanya izin
dari Pengadilan. Undang-Undang Perkawinan mengatur mengenai
diperbolehkannya suami untuk bersiteri lebih dari seorang tertera dalam
Pasal 3 - Pasal 5. Asas monogami dengan pengecualiannya tersebut
diatur dalam Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi : “Pada azasnya dalam suatu
1 Neng Djubaedah, dkk, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Hecca,
2005), h. 98.
2 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perata Islam di Indonesia, (Jakarta: Putra
Grafika, 2006), h. 10.
perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri.
Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.” Dilanjutkan
dengan ayat (2) yang berbunyi : “Pengadilan, dapat memberi izin kepada
seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki
oleh pihak yang bersangkutan.”
Adapun maksud dari Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan,
syarat-syarat bagi suami yang akan mempunyai lebih dari satu orang
isteri adalah : 3
1. Harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Pengadilan.
2. Harus  dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan.
3. Hukum agama dan kepercayaan masing-masing yang bersangkutan
mengizinkan.
Didalam penjelasan Undang-Undang Perkawinan juga diatur bahwa
izin poligami dapat diberikan apabila ketentuan-ketentuan hukum
perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami.4
Didalam Kompilasi Hukum Islam poligami diatur dalam Pasal 55
sampai dengan Pasal 59, yang isinya antara lain, Pasal 55 ayat (1)
mengatur bahwa beristeri lebih dari satu orang pada waktu yang
bersamaan terbatas hanya sampai empat orang isteri, lalu dilanjutkan
dalam ayat (2) yang menyatakan bahwa syarat utama beristeri lebih dari
seorang  adalah suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri dan
anak-anaknya, dan dalam ayat (3) menyatakan apabila suami tidak
mampu berlaku adil maka dilarang untuk beristeri lebih dari seorang.
Bagi suami yang ingin beristeri lebih dari seorang harus terlebih dahulu
mendapatkan izin dari Pengadilan agama sesuai dengan tata cara yang
diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1945
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pekawinan. Dan apabila
perkawinan dengan isteri lebih dari seorang  yang dilaksanakan  tanpa
3 Neng Djubaedah, dkk, Op.Cit, h. 100.
4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974., Penjelasan Pasal 3.
adanya izin dari Pengadilan agama maka perkawinan tersebut tidak
berkekuatan hukum.5
Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
memiliki kesamaan dalam hal alasan yang dapat diterima oleh
Pengadilan dalam hal seorang suami akan melakukan poligami, yaitu
yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan
Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:
1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat
disembuhkan.
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
Adapun alasan-alasan yang diatur dalam pasal-pasal tersebut
disebut dengan syarat alternatif, yang artinya salah satu alasan yang
diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 57
Kompilasi Hukum Islam harus ada, sehingga cukup alasan bagi
Pengadian Agama dapat memberikan izin poligami bagi suami.
Dalam Putusan Pengadilan Agama Sioarjo Nomor :
1821/Pdt.G/2013/PA.Sda, ada hal yang menarik untuk dikaji lebih jauh
oleh penulis, yang dimana dalam hal ini si suami mengajukan
permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama dengan tidak
memenuhi syarat alternatif yang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto
Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yaitu dengan alasan calon isteri kedua
telah hamil enam bulan dan agar anak dalam kandungan calon isteri
kedua kelak mendapatkan akta kelahiran . Akan tetapi dalam hal ini
Hakim memberikan izin si suami untuk melakukan poligami dengan
mengenyampingkan syarat alternatif demi perlindungan anak dalam
kandungan calon isteri kedua hasil hubungan sebelum perkawinan.
5 Wahyuni Retnowulandari, Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Sebuah Kajian
Syariah, Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Universitas
Trisakti, 2016), h. 70
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka
menimbulkan masalah apakah syarat alternatif sebagaimana diatur
didalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
bersifat mutlak dan apakah pertimbangan Hakim yang mengabulkan
permohonan izin berpoligami yaitu untuk melindungi anak dalam
kandungan hasil hubungan sebelum perkawinan sudah sesuai menurut
Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
B. Metode Penelitian
Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah tentang alasan
berpoligami dengan mengenyampingkan syarat alternatif demi
perlindungan anak dalam kandungan hasil hubungan sebelum
perkawinan dalam Putusan Pengadilan Agama Sioarjo Nomor
1821/Pdt.G/2013/PA.Sda. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian
hukum normatif. Sifat penelitiannya adalah deskriptif. Adapun dalam
pengumpulan data-data bersumber pada data sekunder dan data primer6.
Adapun data sekunder menggunakan bahan hukum primer antara lain
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1
Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan bahan
hukum sekunder yaitu dari buku-buku ilmiah tentang Hukum
Perkawinan. Sedangkan data primer yang digunakan untuk mendukung
data sekunder dalam penelitian ini adalah wawancara, yang dimana
wawancara dilakukan dengan Bapak Ali Ma’sad, selaku Hakim di
Pengadilan Agama Jakarta Barat. Analisis data dilakukan secara
kualitatif. Dan disimpulkan dengan cara deduktif.
6 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Universitas
Indonesia, 2012), h. 11.
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Pengaturan Syarat Alternatif Berpoligami Dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan
Kompilasi Hukum Islam.
Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
memiliki kesamaan dalam hal alasan yang dapat diterima oleh
Pengadilan dalam hal seorang suami akan melakukan poligami, yaitu
yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan
Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:
a) Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
b) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat
disembuhkan,
c) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
Adapun alasan-alasan yang diatur dalam pasal-pasal tersebut
disebut dengan syarat alternatif, yang artinya salah satu alasan yang
diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal
57 Kompilasi Hukum Islam harus ada, sehingga cukup alasan bagi
Pengadian Agama dapat memberikan izin poligami bagi suami.
Terkait dengan kasus yang terdapat dalam Putusan Pengadilan
Agama Sioarjo Nomor: 1821/Pdt.G/2013/PA.Sda. Pemohon
mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan Calon isteri
kedua pemohon telah hamil 6 bulan dan agar calon anak dari Calon
isteri kedua Pemohon mendapatkan akta kelahiran. Sedangkan alasan
yang digunakan oleh Pemohon tersebut tidak terdapat dalam syarat
alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang
Perkawinan juncto Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan seharusnya
permohonan izin poligami tersebut ditolak.
Jika Hakim mengabulkan izin poligami dengan tidak terpenuhinya
syarat alternatif, maka berarti Hakim menggunakan pertimbangan-
pertimbangan lain diluar dari apa yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2)
Undang-Undang Perkawinan juncto Pasal 57 Kompilasi Hukum
Islam. Menurut Bapak Ali Ma’sad selaku Hakim di Pengadilan
Agama Jakarta Barat, menurut beliau syarat alternatif harus dipenuhi
dan hanya dengan dipenuhinya syarat komulatif saja menurut
Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam izin
poligami tidak dapat dikabulkan. Namun tergantung dari kasusnya,
dalam hal alasan tidak diatur didalam Undang-Undang Perkawinan
dan juga Kompilasi Hukum Islam, Hakim bebas untuk membuat
suatu pertimbangan atau melakukan penemuan hukum dengan
ijtihad. Hakim juga dapat menggunakan kaidah fikih “tinggalkan
sesuatu yang mudharat untuk mencari kemaslahatan”. Menurut
beliau dalam kasus calon isteri kedua telah terlanjur dalam keadaan
hamil, Hakim dalam hal ini melihat pertimbangan-pertimbangan
lain, yakni melihat perkembangan sosial dan juga perkembangan
Undang-Undang, karena Undang-Undang tidak hanya Undang-
Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam saja, untuk
menyelamatkan anak yang ada didalam kandungan apabila izin
poligami tidak dikabulkan maka anak akan lahir tanpa identitas ayah,
yang alasannya adalah alasan kemanusiaan, seakan-akan
menyimpangi hukum dan menyimpangi Undang-Undang, tetapi
Hakim bebas untuk menarik suatu kesimpulan berdasarkan alasan-
alsan hukum dan alasan-alasan sosial. Jadi seakan-akan daripada
anak lahir tanpa ayah lebih baik melindungi, agar anak itu menjadi
anak yang sah.7
Dalam hal tidak terpenuhinya syarat alternatif karena calon isteri
kedua telah hamil 6 bulan dan agar calon anak dari calon isteri kedua
mendapatkan akta kelahiran namun izin poligami dikabulkan oleh
Majelis Hakim, beliau berpendapat boleh menyimpangi dari aturan
yang ada ketika diperlukannya pertimbangan maslahat mursalah,
yang dimana yang dipertimbangkan adalah kebaikannya, dan  disitu
7Wawancara dengan Bapak Ali Ma’sad selaku Hakim di Pengadilan Agama Jakarta
Barat pada tanggal 21 Desember 2018 di Pengadilan Agama Jakarta Barat.
hukum islam mengambil tujuannya dan bukan pengaturannya, demi
kemaslahatan, masa depan anak.8
Menurut penulis ketika suatu permasalahan tidak ditemukan dalam
suatu Udang-Undang Hakim kemudian melakukan penemuan hukum
dengan ijtihad. Hakim dalam melakukan penemuan hukum, harus
menggali dan mengkuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang
hidup dalam masyarakat, selain itu Hakim haruslah bersikap
bijaksana, agar dalam setiap memutus suatu perkara tidak ada pihak
yang merasa dirugikan.
Jadi menurut penulis pada prinsipnya pengaturan syarat alternatif
sebagaimana terdapat didalam Undang-Undang Perkawinan dan
Kompilasi Hukum Islam adalah syarat mutlak, dalam arti sayarat
alternatif harus ada dalam permohonan izin poligami, dan apabila
syarat alternatif tidak dapat dipenuhi maka permohonan izin
poligami tersebut seharusnya  ditolak. Tetapi disisi lain dalam kasus-
kasus tertentu yang memerlukan  pertimbangan maslahat mursalah
Hakim bebas untuk membuat suatu pertimbangan hukum dan
melakukan penemuan hukum menggunakan ijtihad dengan melihat
perkembangan sosial, perkembangan Undang-Undang dan juga
alasan kemanusiaan.
2. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Yang Mengabulkan
Permohonan Izin Poligami Untuk Melindungi Anak Dalam
Kandungan Hasil Hubungan Sebelum Perkawinan Sudah Sesuai
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.
Putusan Pengadilan Agama Sioarjo yang mengabulkan izin
poligami dengan mengenyampingkan syarat alternatif dengan
pertimbangan demi perlindungan anak dalam kandungan hasil
hubungan sebelum perkawinan tidak sesuai dengan Undang-Undang
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, karena seharusnya Hakim
8Ibid.
mengabulkan permohonan izin poligami apabila terpenuhinya syarat
alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang
Perkawinan juncto Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, dan alasan
calon isteri kedua Pemohon telah hamil 6 bulan dan agar calon anak
dari calon isteri kedua Pemohon mendapatkan akta kelahiran tidak
diatur sebagai pertimbangan  alasan dikabulkannya permohonan izin
poligami menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi
Hukum Islam.
Adapun pertimbangan Majelis Hakim bahwa hukum harus
memberikan perlindungan dan kepastian hukum mengenai status
anak yang ada didalam kandungan calon isteri kedua sampai lahirnya
anak tersebut nanti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 27
Undang-Undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak. Majelis
Hakim berpendapat bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang
ada didalam kandungan calon isteri kedua harus lebih diutamakan
dengan mengenyampingkan syarat alternatif untuk berpoligami,
dengan demikian maka permohonan Pemohon untuk berpoligami
dikabulkan oleh Majelis Hakim.
Keberadaan anak yang masih berada didalam kandungan Calon
isteri kedua Pemohon yang memerlukan perlindungan hukum dan
kepastian hukum untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak
sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan
Anak yang berbunyi:
“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-
hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusian, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskrimanasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang
berkualitas”.
Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Perindungan Anak mengatur
bahwa “Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak
kelahirannya.” Dan identias  yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)
tersebut dituangkan dalam bentuk akta kelahiran. Apabila majelis
Hakim tidak memberikan izin poligami bagi kedua orang tuanya
maka anak tersebut hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan
ibunya dan keluarga ibunya dan identitas ayahnya pun tidak akan
tercantum dalam akta kelahiran sehingga ayahnya menurut hukum
tidak memunyai tanggung jawab terhadap anaknya.
Perlindungan dan kepastian hukum bagi si anak yang masih berada
dalam kandungan ini hanya dapat diberikan melalui perkawinan
Pemohon dengan Calon isteri kedua Pemohon, yang dimana Majelis
HakimPengadilanAgama Sioarjo menggunakan kaidah fikih yang
berbunyi “Bahaya harus dihilangkan”, yang dimana bahaya yang
dimaksud dalam hal ini adalah menyangkut kondisi calon isteri
kedua pemohon yang sedang hamil hanya dapat dihilangkan melalui
perkawinan antara Pemohon dengan Calon isteri kedua Pemohon.
Jika melihat Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang
berbunyi : “Seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan
dengan pria yang menghamilinya.” maka Putusan Pengadilan Agama
Sioarjo yang memberikan izin poligami kepada Pemohon dengan
Calon isteri kedua Pemohon adalah sesuai dengan apa yang diatur
dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam.
Ulama mazhab Al-arba’ah sepakat menetapkan bahwa wanita
hamil hanya boleh dikawinkan apabila laki-laki yang mengawininya
adalah pria yang menghamilinya. Tetapi Ibnu Hazm mengatakan
boleh  dikawinkan apabila mereka telah bertobat dan telah
dilakukakannya hukuman dera (cambuk).
Selanjutnya mengenai mengawini wanita hamil terdapat di dalam
Q.S An-Nuur ayat 3 berbunyi:
“Laki-laki yang berzina tidak menikahi melainkan perempuan
yang berzina atau perempuan yang musyrik. Dan perempuan
yang berzina tidak dinikahi melainkan oleh laki-laki yang berzina
atau laki-laki yang musyrik. Dan telah diharamkan hal tersebut
atas kaum mu’minin.”
Walaupun Putusan Pengadilan Agama Sioarjo tidak sesuai dengan
apa yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi
Hukum Islam, namun Hakim dalam Putusannya telah melakukan
penemuan hukum dengan ijtihad. Menurut penulis pertimbangan
Hakim dalam memutus perkara dalam kasus dapat deterima dan
beralasan, karena seorang Hakim haruslah bersikap bijaksana, agar
dalam setiap memutus suatu perkara tidak ada pihak yang merasa
dirugikan. Alangkah tidak adilnya apabila hanya karena alasan tidak
ada pengaturannya dalam Undang-Undang lalu Hakim menolak
dengan alasan tidak ada pengaturannya dalam Undang-Undang, lalu
Hakim memutuskan menolak permohonan poligami seorang suami
yang telah telanjur menghamili calon isteri keduanya.
D. Kesimpulan dan Saran
1 Kesimpulan
a) Pada prinsipnya pengaturan syarat alternatif sebagaimana
terdapat didalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi
Hukum Islam adalah syarat mutlak, tetapi disisi lain dalam
kasus-kasus tertentu yang memerlukan  pertimbangan maslahat
mursalah Hakim bebas untuk membuat suatu pertimbangan
hukum dan melakukan penemuan hukum menggunakan ijtihad
dengan melihat perkembangan sosial, perkembangan Undang-
Undang dan juga alasan kemanusiaan.
b) Pertimbangan Hakim yang mengenyampingkan syarat alternatif
demi perlindungan anak dalam kandungan hasil hubungan
sebelum perkawinan dalam Putusan Pengadilan Agama Sioarjo
Nomor: 1821/Pdt.G/2013/PA.Sda  tidak sesuai dengan Undang-
Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Namun
Pertimbangan Hakim dapat deterima dan beralasan, karena
seorang Hakim haruslah bersikap bijaksana, agar dalam setiap
memutus suatu perkara tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
2 Saran
a) Bagi suami yang akan melakukan poligami diharapkan agar lebih
memikirkan secara matang untuk melakukan poligami, karena
poligami hanya akan banyak menimbulkan masalah.
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